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 V. PENUTUP 

 

 

Kesimpulan  

Dari bahasan-bahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan 

kesimpulan, antara lain : 

1. Dasar pertimbangan diajukannya peninjauan kembali, karena terdapat 

kekhilafan hakim dalam memutus perkara pada tingkat pengadilan 

sebelumnya. Akibat  kelalaian dari para dokter yang menimbulkan kerugian 

bagi pasien, mengakibatkan para pihak rumah sakit dan dokter 

bertanggungjawab atas kerugian yang timbul. Sebagaimana dalam putusan 

MA No. 515/PK/Pdt/2011 para pihak rumah sakit dan dokter yang 

bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian kerugian yang 

dialamai oleh pasein.  

 

2. Pertimbangan majelis hakim terhadap putusan peninjauan kembali yaitu 

majelis hakim telah memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPdt perbuatan 

melawan hukum,  terhadap perkara yang ada majelis hakim menyatakan 

bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. Unsur-unsur 

tersebut yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, 

adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya 

hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Kerugian yang dialami 
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korban cukup besar berupa kerugian materil dan imateril. Pada proses 

dilakukannya upaya penyembuhan, penyakit pasien tidak menjadi lebih 

membaik, melainkan penyakit pasien semakin parah hingga pasien meninggal 

dunia. Akibar pasien meninggal dunia, para penggugat merupakan anak dari 

pasien kehilangan kepala rumah tangga.  

 

3. Akibat hukum dari putusan peninjauan kembali pada perkara Putusan MA No. 

515/PK/Pdt/2011 mengakibatkan pihak-pihak yang berperkara terikat pada 

putusan tersebut, sehingga pihak-pihak yang berperkara harus melakukan hak 

dan kewajibanya sebagaimana ditentukan dalam putusan. Permohonan 

peninjauan kembali hanya dapat dilaksanakan hanya 1(satu) kali. Prinsip ini 

bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum (to enforce legal certainity). 

Berdasarkan permohonan oleh salah satu pihak yang berperkara telah 

dijatuhkan putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung, terhadap 

putusan itu tidak dapat lagi diajukan permohonan peninjauan kembali sekali 

lagi oleh pihak yang berperkara. Akibat hukum yang timbul sehubungan 

dengan putusan Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali 

pelaksanaan putusan dapat di eksekusi. Eksekusi adalah low inforcement atau 

penegakan hukum, berupa suatu usaha nyata secara paksaan untuk 

melaksakanakan putusan.  

 

 

 

 


